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PENGERTIAN KOPERASI 

Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asa kekeluargaan yang 

anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk 

mensejahterakan anggotanya. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh 

seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam 

setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasa 

disebut sisa hasil usaha atau SHU biasanya dihitung berdasarkan andil. 

 

BAPAK KOPERASI 

Tanggal 12 Juli 1947 oleh Drs. Moh. Hatta, pada waktu itu beliau menjabat sebagai 

Wakil Presiden. Beliau memang ahli ekonomi. Menurut beliau ekonomi kerakyatanlah 

yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Atas jasanya di bidang koperasi, Drs. 

Moh. Hatta diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. 

 

SEJARAH DAN LATAR BELAKANG KOPERASI 

1895 di Leuwiliang didirikan pertama kali koperasi di Indonesia (Sukoco, Seratus 

Tahun Koperasi di Indonesia). Raden Ngabai Ariawiriaatmadja, Patih Purwokerto dan 

teman-temannya Mendirikan Bank Simpan Pinjam untuk menolong teman sejawatnya 

dan para pegawai negeri pribumi melepaskan diri dari cengkraman pelepas uang. 

Bank Simpan Pinjam tersebut, semacam Bank Tabungan jika dipakai istilah UU No. 

14 tahun 1967 tentang pokok - pokok perbankan, diberi nama De Poerwokertosche 

Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden = Bank Simpan Pinjam para priyayi 

Purwokerto. Atau dalam bahasa Inggris the Purwokerto Mutual Loan and Saving Bank 

for Native Civil Servants. 1920 diadakan Cooperative Commissie yang diketuai oleh 

Dr. JH. Boeke sebagai Adviseur Voor Volkscredetwezen. Komisi ini diberi tugas untuk 

menyelidiki apakah koperasi bermanfaat di Indonesia, 12 Juli 1947 diselenggarakan 

kongres gerakan koperasi se-Jawa yang pertama di Tasikmalaya 

1960 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 140 tentang Penyaluran 

Bahan Pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya. 
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1961, diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi I (MUNASKOP I) di Surabaya 

untuk melaksanakan prinsip Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin 

1965, Pemerintah mengeluarkan Undang - Undang No. 14 th. 1965, dimana prinsip 

NASAKOM (Nasionalis, Sosialis, dan Komunis) diterapkan di koperasi. Tahun ini juga 

dilaksanakan MUASKOP II di Jakarta 1967, Pemerintah mengeluarkan Undang-

Undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok - Pokok Perkoperasian disempurnakan dan 

diganti dengan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan 

Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Koperasi. 

 

Masa Penjajahan 

Di masa penjajahan Belanda, gerakan koperasi pertama di Indonesia lahir dari inisatif 

tokoh R. A. Wiriaatmadja pada tahun 1986. Wiriaatmadja, patih Purwokerto 

(Banyumas) ini berjasa menolong para pegawai, pedagang kecil dan petani dari 

hisapan lintah darat melalui koperasi. 

 

Berdirinya Boedi Oetomo, pada tahun 1908 mencoba memajukan koperasi rumah 

tangga ( koperasi konsumsi ). Serikat Islam pada tahun 1913 membantu memajukan 

koperasi dengan bantuan modal dan mendirikan Toko Koperasi. Pada tahun 1927, 

usaha koperasi dilanjutkan oleh Indonesische Studie Club yang kemudian menjadi 

Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) di Surabaya. Partai Nasional Indonesia ( PNI ) di 

dalam kongresnya di Jakarta berusah menggelorakan semangat koperasi sehingga 

kongres ini sering juga disebut kongres koperasi. 

 

Pergerakan koperasi selama penjajahan Belanda tidak dapat berjalan lancar. Untuk 

membatasi laju perkembangan koperasi, pemerintah Belanda mengeluarkan 

peraturan koperasi Besluit 7 April No. 431 tahun 1915. Berdasarkan peraturan ini 

rakyat tidak mungkin mendirikan koperasi karena : 

1. mendirikan koperasi harus mendapat izin dari gubernur jenderal 
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2. fakta dibuat dengan perantaraan notaris dan dalam bahasa Belanda 

3. ongkos materai sebesar 50 golden 

4. hak tanah harus menurut hukum Eropa 

5. harus diumumkan di Javasche Courant yang biayanya juga tinggi 

 

Peraturan ini mengakibatkan munculnya reaksi dari kaum pergerakan nasional dan 

para penganjurkoperasi. Oleh karena itu, pada tahun 1920 pemerintah Belanda 

membentuk Panitia Koperasi yang diketuai oleh J. H. Boeke. Panitia ini ditugasi untuk 

meneliti mengenai perlunya koperasi. 

 

Pada tahun 1927 pemerintah mengeluarkan peraturan No. 91 yang lebih ringan dari 

perturan 1915. isi peraturan No. 91 antara lain : 

1. Fakta tidak perlu dengan perantaraan notaries, tetapi cukup didaftarkan pada 

Penasehat Urusan Kredit Rakyat dan Koperasi serta dapat ditulis dalam 

bahasa daerah 

2. ongkos materai 3 golden 

3. hak tanah dapat menurut hukum adat 

4. berlaku untuk orang Indonesia asli, yang mempunyai hak badan hukum secara 

adat 

 

Dengan keluarnya peraturan ini, gerakan koperasi mulai tumbuh kembali. Pada tahun 

1932, Partai Nasional Indonesia mengadakan kongres koperasi di Jakarta. Pada 

tahun 1933, pemerintah Belanda mengeluarkan lagi peraturan No. 108 sebagai 

pengganti peraturan yang dikeluarkan pada tahun 1915. Peraturan ini merupakan 

salinan dari peraturan koperasi Belanda tahun1925, sehingga tidak cocok dan sukar 

dilaksanakan oleh rakyat. Pada masa penjajahan Jepang, koperasi mengalami nasib 

yang lebih buruk. Kantor Pusat Jawatan Koperasi diganti oleh pemerintah Jepang 

menjadi Syomin Kumiai Cou Jomusyo dan Kantor Daerah diganti menjadi Syomin 

Kumiai Saodandyo. Kumiai yaitu koperasi model Jepang, mula-mula bertugas untuk 
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mendistribusikan barang-barang kebutuhan rakyat. Hal ini hanya alat dari Jepang 

untuk mengumpulkan hasil bumi dan barang-barang kebutuhan untuk Jepang. 

 

Masa Kemerdekaan 

Pada awal kemerdekaan, koperasi berfungsi untuk mendistribusikan keperluan 

masyarakat sehari-hari di bawah Jawatan Koperasi, Kementerian Kemakmuran. Pada 

tahun 1946, berdasarkan hasil pendaftaran secara sukarela yang dilakukan Jawatan 

Koperasi terdapat sebanyak 2.500 buah koperasi. Koperasi pada saat itu dapat 

berkembang secara pesat. 

 

Namun karena sistem pemerintahan yang berubah-ubah maka terjadi titik kehancuran 

koperasi Indonesia menjelang pemberontakan G30S / PKI. Partai-partai 

memenfaatkan koperasi untuk kepentingan partainya, bahkan ada yang menjadikan 

koperasi sebagai alat pemerasan rakyat untuk memperkaya diri sendiri, yang dapat 

merugikan koperasi sehingga masyarakat kehilangan kepercayaannya dan takut 

menjadi anggota koperasi. 

 

Pembangunan baru dapat dilaksanakan setelah pemerintah berhasil menumpas 

pemberontakan G30S / PKI. Pemerintah bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan 

UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Namun keadaannya sperti itu, pemerintah 

pada tahun 1947 berhasil melangsungkan Kongres Koperasi I di Tasikmalaya, Jawa 

Barat. 

 

Kongres Koperasi I menghasilkan beberapa keputusan penting, antara lain : 

1. mendirikan sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia ( SOKRI ) 

2. menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi 

3. menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai hari Koperasi 
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Akibat tekanan dari berbagai pihak misalnya Agresi Belanda, keputiuasab Kongres 

Koperasi I belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, pada tanggal 

12 Juli 1953, diadakanlah Kongres Koperasi II di Bandung, yang antara lain 

mengambil putusan sebagai berikut : 

1. Membentuk Dewan Koperasi Indonesia ( Dekopin ) sebagai pengganti SOKRI 

2. Menetapkan pendidikan koperasi sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah 

3. Mengangkat Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia 

4. Segera akan dibuat undang-undang koperasi yang baru 

 

Hambatan-hambatan bagi pertumbuhan koperasi antara lain disebabkan oleh hal-hal 

berikut : 

1. kesadaran masyarakat terhadap koperasi yang masih sangat rendah 

pengalaman masa lampau mengakibtakan masyarakat tetap merasa curiga 

terhadap koperasi 

2. pengetahuan masyarakat mengenai koperasi masih sangat rendah 

 

Untuk melaksanakan program perkoperasian pemerintah mengadakan kebijakan 

antara lain : 

1. menggiatkan pembangunan organisasi perekonomian rakyat terutama 

koperasi 

2. memperluas pendidikan dan penerangan koperasi 

3. memberikan kredit kepada kaum produsen, baik di lapangan industri maupun 

pertanian yang bermodal kecil 

 

Organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi sangat perlu diperbaiki. Cara 

membantu mereka adalah mendirikan koperasi di kalangan mereka. Dengan demikian 

pemerintah dapat menyalurkan bantuan berupa kredit melalui koperasi tersebut. 

Untuk menanamkan pengertian dan fungsi koperasi di kalangan masyarakat diadakan 

penerangan dan pendidikan kader-kader koperasi. 
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Konsep - Konsep Koperasi 

Konsep koperasi dibagi menjadi tiga yaitu konsep koperasi barat, konsep koperasi 

sosialis dan konsep koperasi negara berkembang : 

 

1. Konsep Koperasi Barat 

Konsep Koperasi Barat merupakan organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela 

oleh orang-orang yang mempunyai kesamaan kepentingan, dengan maksud 

mengurusi kepentingan - kepentingan para anggotanya serta menciptakan 

keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi. 

Persamaan kepentingan tersebut bisa berasal dari perorangan atau kelompok. 

Kepentingan bersama suatu kelompok keluarga atau kelompok kerabat dapat 

diarahkan untuk masuk menjadi anggota koperasi. Jika dinyatakan secara negatif, 

maka koperasi dalam pengertian tersebut dapat dikatakan sebagai organisasi bagi 

egoisme kelompok. 

 

2. Konsep Koperasi Sosialis 

Konsep Koperasi Sosialis merupakan Koperasi yang direncanakan dan dikendalikan 

oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi, untuk 

menunjang perencanaan nasional. Menurut koperasi ini, koperasi tidak berdiri sendiri 

tetapi merupakan subsistem dari sistem sosialisme untuk mencapai tujuan-tujuan 

sistem sosialis-komunis. Sebagai alat pelaksana dari perencanaan yang ditetapkan 

secara sentral, maka koperasi merupakan bagian dari suatu tata administrasi yang 

menyeluruh, berfungsi sebagai badan yang turut menentukan kebijakan publik, serta 

merupakan badan pengawasan dan pendidikan. Peran penting lain koperasi ialah 

sebagai wahana untuk mewujudkan kepemilikan kolektif sarana produksi dan untuk 

mencapai tujuan sosial politik. 
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3. Konsep Koperasi Negara Berkembang 

Koperasi Negara Berkembang adalah Koperasi yang sudah berkembang dengan 

cirinya tersendiri, yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan 

pengembangannya. 

Campur tangan ini memang bisa dimaklumi karena bila masyarakat dengan 

kemampuan sumber daya manusia dan modalnya terbatas dibiarkan dengan inisiatif 

sendiri untuk membentuk koperasi, maka koperasi tidak akan pernah tumbuh dan 

berkembang. Sehingga, pengembangan koperasi di negara berkembang seperti di 

Indonesia dengan top down approach pada awal pembangunannya dapat diterima, 

sepanjang polanya selalu disesuaikan dengan perkembangan pembangunan di 

negara tersebut. Dengan kata lain, penerapan pola top down harus diubah secara 

bertahap menjadi bottom up approach. Hal ini dimaksudkan agar rasa memiliki (sense 

of belonging) terhadap koperasi oleh anggota semakin tumbuh, sehingga para 

anggotanya akan secara sukarela berpartisipasi aktif. Apabila hal seperti tersebut 

dapat dikembangkan, maka koperasi yang benar-benar mengakar dari bawah akan 

tercipta, tumbuh, dan berkembang. 

 

Adanya campur tangan pemerintah Indonesia dalam pembinaan dan pengembangan 

koperasi di Indonesia membuatnya mirip dengan konsep sosialis. Perbedaannya 

adalah, tujuan koperasi dalam konsep sosialis adalah untuk merasionalkan faktor 

produksi dari kepemilikan pribadi ke pemilikan kolektif, sedangkan koperasi di negara 

berkembang seperti Indonesia, tujuannya adalah meningkatkan kondisi sosial 

ekonomi anggotanya itu sendiri. 

 

Prinsip - Prinsip Koperasi 

Menurut UU No 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi yaitu: 

 

Prinsip ke dalam : 

1. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 
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2. pengelolaan dilakukan secara demokratis 

3. pembagian SHU secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing - 

masing anggota 

4. pemberian balas jasa yang terbatas pada modal 

5. kemandirian 

 

Prinsip ke luar : 

1. pendidikan perkoperasian 

2. kerjasama antar koperasi 

Latar Belakang 

Sejarah pertumbuhan koperasi di seluruh dunia disebabkan oleh tidak dapat 

dipecahkannya masalah kemiskinan atas dasar semangat individualisme. Koperasi 

lahir sebagai alat untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan dan kelemahan-

kelemahan dari perekonomian bentuk kapitalistis. Koperasi yang lahir pertama di 

Inggris berusaha mengatasi masalah keperluan konsumsi para anggotanya dengan 

cara kebersamaan yang dilandasi atas dasar prinsip-prinsip keadilan yang selanjutnya 

menelorkan prinsip-prinsip keadilan yang dikenal dengan Rochdale Principles. 

Dalam sejarah, diberbagai Negara telah mencoba untuk membangun system ekonomi 

koperasi ini menyusul Negara Inggris sebagai pendahulu, mulai dari Perancis, Jerman 

dan diikuti oleh Negara-negara lain. Tidak ketinggalan pula Indonesia mencoba 

memperbaiki ekonomi dengan mengembangkan system ekonomi koperasi di bumi 

Indonesia tercinta ini. Namun seperti yang kita lihat sekarang system ekonomi yang 

diterapkan belum cukup menangani kebobrokan ekonomi Indonesia. Maka dari itu kita 

perlu menelaah kembali sejarah perkembangan ekonomi Indonesia untuk sedikit 

menyadarkan bahwa sesungguhnya system ekonomi koperasi tidak kalah dengan 

system ekonomi yang lain dan bahkan lebih baik dari system-system yang ada di 

Indonesia saat ini. 
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ALASAN BANGSA INDONESIA BERKOPERASI 

Pemerintah Republik Indonesia telah menggariskan dengan tegas bahwa dalam 

rangka pembangunan nasional, dewasa ini koperasi harus menjadi soko guru dan 

wadah utama bagi perekonomian rakyat. Kebijakan tersebut benar - benar sesuai 

dengan isi dan jiwa UUD 1945 pasal 33 ayat 1, yang menyatakan bahwa 

perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama, bangun usaha yang sesuai 

dengan itu adalah Koperasi. 

Sehubungan dengan itu, peranan koperasi menjadi sangat penting karena dalam 

melaksanakan ekonomi yang secara bersama - sama dapat menggalang kekuatan 

yang lebih besar untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. 

Koperasi Indonesia didirikan pada tanggal 12 Juli 1960 oleh Drs. Moh. Hatta. Pada 

waktu itu beliau menjabat sebagai Wakil Presiden. Beliau memang ahli ekonomi. 

Menurut beliau ekonomi kerakyatanlah yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. 

Atas jasanya di bidang koperasi, Drs. Moh. Hatta diangkat menjadi Bapak Koperasi 

Indonesia. Tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi. 

Koperasi merupakan saka guru perekonomian nasional, sehingga dalam kehidupan 

perekonomian nasional, sehingga dalam kehidupan ekonomi bangsa Indonesia 

koperasi sangat penting, koperasi mempunyai peranan yang sangat penting, 

khususnya bagi para anggotanya. 

 

Menyadari betapa pentingnya peran koperasi dalam meningkatkan taraf 

perekonomian masyarakat, mari kita menggalakkan kembali perkoperasian demi 

kemajuan dan kemakmuran bangsa ini di masa mendatang. 

 

Menurut undang-undang perkoperasian, koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer 

atau Koperasi Sekunder. 

Koperasi Primer adalah semua koperasi yang didirikan dan beranggotakan orang 

seorang. Sedangkan Koperasi Sekunder adalah semua koperasi yang didirikan oleh 
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dan beranggotakan Badan Hukum Koperasi, baik Badan Hukum Koperasi Primer dan 

atau Badan Hukum Koperasi Sekunder. 

Dibentuknya Koperasi Sekunder harus berdasarkan adanya kesamaan kepentingan 

dan tujuan efisiensi usaha bagi koperasi sejenis ataupun berbagai jenis dan tingkatan 

yang akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan anggota koperasi primer. 

Karena itu pendirian koperasi sekunder harus bertujuan untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas serta mengembangkan kemampuan koperasi primer dalam 

menjalankan peran dan fungsinya, sehingga pada dasarnya pendirian koperasi 

sekunder bersifat subsidiaritas terhadap koperasi primer. 

Koperasi sekunder dapat didirikan tidak hanya oleh koperasi-koperasi sejenis saja, 

melainkan juga dapat didirikan oleh koperasi yang berlainan jenis karena terdapat 

kepentingan aktivitas atau kebutuhan ekonomi yang sama, aktivitas atau kebutuhan 

yang sama tersebut akan dapat dicapai lebih efisien apabila diselenggarakan oleh 

koperasi sekunder dalam skala kekuatan yang lebih besar. 

Penjenisan koperasi diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 

tentang Perkoperasian yang mana menyebutkan bahwa jenis koperasi didasarkan 

pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Dengan demikian, 

sebelum kita mendirikan koperasi harus metentukan secara jelas keanggotaan dan 

kegiatan usaha. Dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, 

kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya. 

 

Beberapa jenis koperasi menurut ketentuan undang-undang, adalah : 

1. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat 

baik selaku konsumen maupun produsen barang. Usaha koperasi jenis ini 

adalah menyelenggarakan fungsi penghimpun dana dan menyediakan 

pinjaman/modal untuk kepentingan anggota, baik selaku konsumen maupun 

produsen. Koperasi ini dapat dianggap pula sebagai koperasi jasa. 
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2. Koperasi Konsumen adalah koperasi yang beranggotakan para konsumen atau 

pemakai barang kebutuhan sehari-hari. Usaha koperasi jenis ini adalah 

menyelenggarakan fungsi penyedia barang-barang keperluan sehari-hari 

untuk kepentingan anggota dan masyarakat selaku konsumen. 

3. Koperasi Produsen adalah koperasi yang beranggotakan para produsen 

barang dan memiliki usaha rumah tangga. Usaha koperasi jenis ini adalah 

menyelenggarakan fungsi penyedia bahan/sarana produksi, pemrosesan dan 

pemasaran barang yang dihasilkan anggota selaku produsen. 

4. Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang beranggotakan para pemasok 

barang hasil produksi. Usaha koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan 

fungsi pemasaran/distribusi barang yang dihasilkan/diproduksi oleh anggota. 

5. Koperasi Jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pelayanan jasa 

tertentu untuk kepentingan anggota, misalnya jasa asuransi, angkutan, audit, 

pendidikan dan pelatihan, dan sebagainya. 

Dalam praktiknya, terdapat koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi 

yang disebut koperasi serba usaha (Multi Purpose Co-operative). Misalkan, Koperasi 

Pertanian yang anggotanya terdiri dari para petani, dengan usaha meliputi pangadaan 

sarana pertanian, pemasaran hasil pertanian, pengadaan pupuk dan obat-obatan, 

pengadaan barang konsumsi, dls. Koperasi semacam ini harus ditentukan usaha 

pokoknya (core bisiness). Apabila usaha pokoknya cenderung kepada pemasaran 

hasil pertanian, maka koperasi tersebut berjenis Koperasi Pemasaran. 

Begitupun koperasi yang dibentuk oleh golongan-golongan, seperti; pegawai negeri, 

anggota ABRI, karyawan, paguyuban masyarakat, yang menyelenggara kan usaha 

perkreditan, pertokoan, foto copy, jasa kebersihan, pengadaan peralatan kantor, dls, 

maka anggota bersama pengurus harus metentukan usaha pokoknya. 

Khusus mengenai Koperasi Simpan Pinjam diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh 

Koperasi, pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam adalah 
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koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam atau usaha tunggal (Single 

Purpose Co-operative). 

Dari pelbagai jenis koperasi tersebut, tujuan usaha utamanya adalah untuk memenuhi 

kebutuhan ekonomi anggotanya, karena itu anggota koperasi harus berpartisipasi 

aktif dalam kegiatan koperasinya. Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan 

kepentingan anggota, misal; kebutuhan ekonomi anggota telah terpenuhi, koperasi 

dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat 

kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi 

anggota koperasi, tentunya selama yang bersangkutan belum menjadi anggota harus 

ada perbedaan pelayanan. 

 



 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 25 TAHUN 1992  

TENTANG 

 PERKOPERASIAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : a. bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun 

sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat 
yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang 
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan 
demokrasi ekonomi; 

 
  b. bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun 

menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga 
mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional; 

 
  c. bahwa pembangunan Koperasi merupakan tugas dan tanggung 

jawab Pemerintah dan seluruh rakyat; 
 
  d. bahwa untuk  mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan 

dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan 
tentang perkoperasian dalam suatu Undang-undang sebagai 
pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang 
Pokok-pokok Perkoperasian; 

 
Mengingat : Pasal  5 ayat (1), Pasal  20 ayat (1), dan Pasal  33 Undang-Undang 

Dasar 1945; 
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Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN. 
 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang 

atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya 
berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 
rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 

 
2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan 

Koperasi. 
 
3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan 

beranggotakan orang-seorang. 
 
4. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan 

beranggotakan Koperasi. 
 
5. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan 

kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya 
cita-cita bersama Koperasi. 
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BAB II 
LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN 

 
Bagian Pertama 

Landasan dan Asas 
 

Pasal 2 
 

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta 
berdasar atas asas kekeluargaan. 

 
Bagian Kedua 

Tujuan 
 

Pasal 3 
 

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya 
dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan 
perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang 
maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945. 

 
BAB III 

FUNGSI, PERAN, DAN PRINSIP KOPERASI 
 

Bagian Pertama 
Fungsi dan Peran 

 
Pasal 4 

 
Fungsi dan peran Koperasi adalah: 
a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; 



 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
-  4  - 

 
 

 
b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas 

kehidupan manusia dan masyarakat; 
 
c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 

ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai 
sokogurunya; 

 
d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian 

nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 

 
Bagian Kedua 

Prinsip Koperasi 
 

Pasal 5 
 

(1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut: 

 a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; 

 b. pengelolaan dilakukan secara demokratis; 

 c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding 
dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; 

 d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; 

 e. kemandirian. 

 

(2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan 
pula prinsip Koperasi sebagai berikut: 

 a. pendidikan perkoperasian; 

 b. kerja sama antarkoperasi. 
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BAB IV 

PEMBENTUKAN 
 

Bagian Pertama 
Syarat Pembentukan 

 
Pasal 6 

 
(1) Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) 

orang. 
 
(2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) 

Koperasi. 
 

Pasal 7 
 

(1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar. 

 
(2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara 

Republik Indonesia. 
 

Pasal 8 
 

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat 
sekurang-kurangnya: 

a. daftar nama pendiri; 

b. nama dan tempat kedudukan; 

c. maksud dan tujuan serta bidang usaha; 

d. ketentuan mengenai keanggotaan; 

e. ketentuan mengenai Rapat Anggota; 
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f. ketentuan  mengenai pengelolaan; 

g. ketentuan mengenai permodalan; 

h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya; 

i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha; 

j. ketentuan mengenai sanksi. 

 
Bagian Kedua 

Status Badan Hukum 
 
 

Pasal 9 
 

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya 
disahkan oleh Pemerintah. 

 
Pasal 10 

 
(1) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai 
akta pendirian Koperasi. 

 
(2) Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling 

lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan. 
 
(3) Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara 

Republik Indonesia. 
 

Pasal 11 
 

(1) Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan 
penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis 
dalam. waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya 
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permintaan. 
 

(2) Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri 
dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 
(satu) bulan sejak diterimanya penolakan. 

 
(3) Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan 

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya 
pengajuan permintaan ulang. 

 
Pasal 12 

 
(1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggpta. 
 
(2) Terhadap perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut 

penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi 
dimintakan pengesahan kepada Pemerintah. 

 
Pasal 13 

 
Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan atau 
penolakan pengesahan akta pendirian, dan perubahan Anggaran Dasar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 14 

 
(1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu 

Koperasi atau lebih dapat: 

  a. menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain, atau 

  b. bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk 
Koperasi baru. 

(2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan 
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Rapat Anggota masing-masing Koperasi. 

 
Bagian Ketiga 

Bentuk dan Jenis 
 

Pasal 15 
 

Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder. 
 

Pasal 16 
 

Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan 
ekonomi anggotanya. 

 
BAB V 

KEANGGOTAAN 
 

Pasal 17 
 

(1) Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa 
Koperasi. 

 
(2) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. 

 
Pasal 18 

 
(1) Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara 

Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi 
yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam 
Anggaran Dasar. 

 
(2) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, 

hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran 
Dasar. 
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Pasal 19 
 

(1) Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan 
ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi. 

 
(2) Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah 

syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi. 
 
(3) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan. 
 
(4) Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama 

terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. 
 

Pasal 20 
 

(1) Setiap anggota mempunyai kewajiban: 

  a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta 
keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota; 

  b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh 
Koperasi; 

  c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas 
asas kekeluargaan. 

(2) Setiap anggota mempunyai hak: 

  a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara 
dalam Rapat Anggota; 

  b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau 
Pengawas; 

  c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam 
Anggaran Dasar; 

  d. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar 
Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta; 
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  e. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama 
antara sesama anggota; 

  f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi 
menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar. 

 
BAB VI 

PERANGKAT ORGANISASI 
Bagian Pertama 

Umum 
Pasal 21 

 

Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari: 

a. Rapat Anggota; 

b. Pengurus; 

c. Pengawas. 

 
Bagian Kedua 
Rapat Anggota 

 
Pasal 22 

 
(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam 

Koperasi. 
 
(2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur 

dalam Anggaran Dasar. 
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Pasal 23 
 

Rapat Anggota menetapkan: 

a. Anggaran Dasar; 

b. kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha 
Koperasi; 

c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas; 

d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, 
serta pengesahan laporan keuangan; 

e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan 
tugasnya; 

f. pembagian sisa hasil usaha; 

g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi. 

 
Pasal 24 

 
(1) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk 

mencapai mufakat. 
 
(2) Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, 

maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara 
terbanyak. 

 
(3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota 

mempunyai hak satu suara. 
 
(4) Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran 

Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha 
Koperasi-anggota secara berimbang. 
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Pasal 25 
 

Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban 
Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi. 

 
Pasal 26 

 
(1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) 

tahun. 
 
(2) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban 

Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah 
tahun buku lampau. 

 
Pasal 27 

 
(1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, 

Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila 
keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang 
wewenangnyaada pada Rapat Anggota. 

 
(2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan 

sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang 
pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. 

 
(3) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama 

dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 

 
Pasal 28 

 
Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota 
dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar. 
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Bagian Ketiga 
Pengurus 

 
Pasal 29 

 
(1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat 

Anggota. 

(2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. 

(3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus 
dicantumkan dalam akta pendirian. 

(4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun. 

(5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota 
Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar. 

 
Pasal 30 

 
(1) Pengurus bertugas: 

 a. mengelola Koperasi dan usahanya; 

 b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana 
anggaran pendapatan dan belanja Koperasi; 

 c. menyelenggarakan Rapat Anggota; 

 d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

 e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara 
tertib; 

 f. memelihara daftar buku anggota dan pengurus. 

 

(2) Pengurus berwenang: 
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 a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan; 

 b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta 
pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran 
Dasar; 

 c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan 
kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan 
keputusan Rapat Anggota. 

 
Pasal 31 

 
Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan 
Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar 
Biasa. 

 
Pasal 32 

 
(1) Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi 

wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. 
 
(2) Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat 

Pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada 
Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan. 

 
(3) Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus. 
 
(4) Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung 

jawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31. 
 

Pasal 33 
 

Hubungan antara Pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
32 dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar 
perikatan. 
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Pasal 34 
 

(1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, 
menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan 
yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. 

 
(2) Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu 

dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi 
penuntut umum untuk melakukan penuntutan. 

 
Pasal 35 

 
Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan 
sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun 
laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya: 
 
a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang 

baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang 
bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut; 

 
b. keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai. 

 
Pasal 36 

 
(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 

ditanda-tangani oleh semua anggota Pengurus. 
 
(2) Apabila salah seorang anggota Pengurus tidak menandatangani 

laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan 
menjelaskan alasannya secara tertulis. 
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Pasal 37 
 

Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan 
perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban 
Pengurus oleh Rapat Anggota. 

 
 

Bagian Keempat 
Pengawas 

 
Pasal 38 

 
(1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat 

Anggota. 
 
(2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. 
 
(3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota 

Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar. 
 

Pasal 39 
(1) Pengawas bertugas: 

 a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan 
dan pengelolaan Koperasi; 

 b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. 

 

(2) Pengawas berwenang: 

 a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi; 

 b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. 

 

(3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap 
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pihak ketiga. 

Pasal 40 
 

Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. 
 

BAB VII 
MODAL 

 
Pasal 41 

 
(1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. 

 

(2) Modal sendiri dapat berasal dari: 

 a. simpanan pokok; 

 b. simpanan wajib; 

 c. dana cadangan; 

 d. hibah. 

 

(3) Modal pinjaman dapat berasal dari: 

 a. anggota; 

 b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya; 

 c. bank dan lembaga keuangan lainnya; 

 d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; 

 e. sumber lain yang sah. 
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Pasal 42 
 

(1) Selain modal sebagai dimaksud dalam Pasal 41, Koperasi dapat 
pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal 
penyertaan. 

 
(2) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal 

penyertaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
 

BAB VIII 
LAPANGAN USAHA 

 
Pasal 43 

 
(1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan 

kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan 
kesejahteraan anggota. 

 
(2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota 
Koperasi. 

 
(3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di 

segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. 
 

Pasal 44 
 

(1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui 
kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk: 

 a. anggota Koperasi yang bersangkutan; 

 b. Koperasi lain dan/atau anggotanya. 
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(2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah 
satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi. 

 
(3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 
BAB IX 

SISA HASIL USAHA 
 

Pasal 45 
 

(1) Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang 
diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, 
penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun 
buku yang bersangkutan. 

 
(2) Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan 

kepada anggota standing dengan jasa usaha yang dilakukan oleh, 
masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk 
keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari 
Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. 

 
(3) Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat 

Anggota. 
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BAB X 
PEMBUBARAN KOPERASI 

 
Bagian Pertama 

Cara Pembubaran Koperasi 
 

Pasal 46 
 

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan: 

a. keputusan Rapat Anggota, atau 

b. keputusan Pemerintah. 

 
Pasal 47 

 
(1) Keputusan pembubaran oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 46 huruf b dilakukan apabila: 

 a. terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak 
memenuhi ketentuan Undang-undang ini; 

 b. kcgiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau 
kesusilaan; 

 c. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan. 

 

(2) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dikeluarkan 
dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak 
tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran 
tersebut oleh Koperasi yang bersangkutan. 

 

(3) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal 
penerimaan pemberitahuan, Koperasi yang bersangkutan berhak 
mengajukan keberatan. 
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(4) Keputusan Pemerintah mengenai diterima atau ditolaknya 
keberatan atas rencana pembubaran diberikan paling lambat 1 
(satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemyataan keberatan 
tersebut. 

 
Pasal 48 

 
Ketentuan mengenai pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dan tata 
cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 49 

 
(1) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota 

diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada: 

 a. semua kreditor; 

 b. Pemerintah. 

 

(2) Pemberitahuan kepada semua kreditor dilakukan oleh 
Pemerintah, dalam hal pembubaran tersebut berlangsung 
berdasarkan keputusan Pemerintah. 

 

(3) Selama pemberitahuan pembubaran Koperasi belum diterima 
oleh kreditor, maka pembubaran Koperasi belum berlaku 
baginya. 
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Pasal 50 
 

Dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 
disebutkan: 
a. nama dan alamat Penyelesai, dan 
b. ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam 

jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya surat 
pemberitahuan pembubaran. 

 
Bagian Kedua 
Penyelesaian 

 
Pasal 51 

 
Untuk kepentingan kreditor dan para anggota Koperasi, terhadap 
pembubaran Koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang 
selanjutnya disebut penyelesaian. 

 
Pasal 52 

 
(1) Penyelesaian dilakukan oleh penyetesai pembubaran yang 

selanjutnya disebut Penyelesai. 

(2) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota, 
Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota. 

(3) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Pemerintah, 
Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah. 

(4) Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada 
dengan sebutan "Koperasi dalam penyelesaian". 

 
Pasal 53 

 
(1) Penyelesaian segera dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan 
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pembubaran Koperasi. 

(2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Kuasa Rapat Anggota 
dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota dan kepada 
Pemerintah dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah. 

 
Pasal 54 

 
Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai 
berikut: 

a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama "Koperasi 
dalam penyelesaian"; 

b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan; 

c. memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang 
diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama; 

d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan 
arsip Koperasi; 

e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang 
didahulukan dari pembayaran hutang lainnya; 

f. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa 
kewajiban Koperasi; 

g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota; 

h. membuat berita acara penyelesaian. 

 
Pasal 55 

 
Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi, anggota hanya menanggung 
kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal 
penyertaan yang dimilikinya. 
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Bagian Ketiga 
Hapusnya Status Badan Hukum 

 
Pasal 56 

 
(1) Pemerintah mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Berita 

Negara Republik Indonesia. 

(2) Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman 
pembubaran Koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik 
Indonesia. 

 
BAB XI 

LEMBAGA GERAKAN KOPERASI 
 

Pasal 57 
 

(1) Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal 
yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan 
kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi. 

 
(2) Organisasi ini berasaskan Pancasila. 
 
(3) Nama, tujuan, susunan, dan tata kerja organisasi diatur dalam 

Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan. 
 

Pasal 58 
 

(1) Organisasi tersebut melakukan kegiatan: 

 a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi; 

 b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat; 

 c. melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan 
masyarakat; 
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 d. mengembangkan kerjasama antarkoperasi dan antara Koperasi 
dengan badan usaha lain, baik pada tingkat nasional maupun 
internasional. 

 
(2) Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Koperasi secara 

bersama-sama, menghimpun dana Koperasi. 

 
Pasal 59 

 
Organisasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat 
(1) disahkan oleh Pemerintah. 

 
 

BAB XII 
PEMBINAAN 

 
Pasal 60 

 
(1) Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi 

yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan Koperasi. 
 
(2) Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan 

perlindungan kepada Koperasi. 
 

Pasal 61 
 

Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang 
mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, Pemerintah: 

a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada 
Koperasi; 

b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar 
menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri; 
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c. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan 

antara Koperasi dengan badan usaha lainnya; 

d. membudayakan Koperasi dalam masyarakat. 

 
Pasal 62 

 
Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada 
Koperasi, Pemerintah: 

a. membimbing usaha Koperasi yang sesluai dengan kepentingan 
ekonomi anggotanya; 

b. mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan 
pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian; 

c. memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan Koperasi 
serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi; 

d. membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama 
yang saling menguntungkan antarkoperasi; 

e. memberikan bantuan konsultansi guna memecahkan permasalahan 
yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran 
Dasar dan prinsip Koperasi. 

 
Pasal 63 

 
(1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, 

Pemerintah dapat: 

 a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh 
di-usahakan oleh Koperasi; 

 b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang 
telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak 
diusahakan oleh badan usaha lainnya. 
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(2) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 64 

 
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, 
dan Pasal 63 dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan 
kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatan 
berusaha dan kesempatan kerja. 

 
BAB XIII 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 65 
 

Koperasi yang telah memiliki status badan hukum pada saat 
Undang-undang ini berlaku, dinyatakan telah memperoleh status 
badan hukum berdasarkan Undang-undang ini. 

 
BAB XIV 

 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 66 

 
(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian 
(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Negara Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan tidak berlaku lagi. 

(2) Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 
tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun  
1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 
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2832) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan 
Undang-undang ini. 

 
Pasal 67 

 
Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia. 

 
Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 21 Oktober 1992 
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
        ttd 
 
               SOEHARTO 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 21 Oktober 1992 
 
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA 
   REPUBLIK INDONESIA 
 
        ttd 
 
         MOERDIONO 
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PENJELASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 25 TAHUN 1992 

TENTANG 
PERKOPERASIAN 

 
I. UMUM 
 
 Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan 

bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama 
berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 
antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang 
diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun 
perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Penjelasan Pasal 
33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru 
perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata 
perekonomian nasional. 

   
 Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut di atas 

maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan 
mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan 
kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, 
kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan 
ekonomi seperti itu Koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan 
kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan 
kehidupan ekonomi rakyat. Tetapi dalam perkembangan ekonomi 
yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan Koperasi selama ini 
belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula 
peraturan perundang-undangan yang ada masih belum sepenuhnya 
menampung hal yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya 
Koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan 
ekonomi rakyat. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan dengan 
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perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan 
hukum baru yang mampu mendorong Koperasi agar dapat tumbuh 
dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri. 

   
 Pembangunan Koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan 

dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar 
Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah 
usaha ekonomi. Dengan demikian Koperasi akan merupakan 
organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, 
dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya 
dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan 
usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. 

   
 Undang-undang ini menegaskan bahwa pemberian status badan 

hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan 
pembinaan Koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab 
Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dapat 
melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi 
Koperasi. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah 
mencampuri urusan internal organisasi Koperasi dan tetap 
memperhatikan prinsip kemandirian Koperasi. 

   
 Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, menciptakan dan 

mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan 
dan pemasyarakatan Koperasi. Demikian juga Pemerintah 
memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada 
Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang 
kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. 
Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan 
ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan 
oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal 
tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi 
nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha. 
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 Undang-undang ini juga memberikan kesempatan bagi Koperasi 
untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal 
penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Dengan 
kemungkinan ini, Koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk 
pengembangan usahanya. Sejalan dengan itu dalam Undang-undang 
ini ditanamkan pemikiran ke arah pengembangan pengelolaan 
Koperasi secara profesional. 

   
 Berdasarkan hal tersebut di atas, Undang-undang ini disusun dengan 

maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, 
kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan 
Koperasi serta pembinaan Koperasi, sehingga dapat lebih menjamin 
terwujudnya kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh 
Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. 

 
 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

 Angka 1 

   Cukup jelas 

 Angka 2 

  Yang dimaksud dengan kehidupan Koperasi adalah aspek yang 
erat berkaitan dengan pembangunan Koperasi, seperti 
misalnya falsafah, ideologi, organisasi, manajemen, usaha, 
pendidikan, pembinaan, dan sebagainya. 

 Angka 3 

  Cukup jelas 

 Angka 4 

  Cukup jelas 
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 Angka 5 

  Cukup jelas 

Pasal 2 

 Cukup jelas 

Pasal 3 

 Cukup jelas 

Pasal 4 

 Cukup jelas 

Pasal 5 

 Prinsip Koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat 
dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan 
keseluruhan prinsip tersebut Koperasi mewujudkan dirinya sebagai 
badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 
berwatak sosial. 

 Ayat (1) 

  Prinsip Koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja Koperasi 
sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri 
Koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain. 

 

  Huruf a 

    Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi 
mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak 
boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga 
mengandung makna bahwa seorang anggota dapat 
mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat 
yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan 
sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak 
dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk 
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apapun. 

  Huruf b 

   Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi 
dilakukan alas kehendak dan keputusan para anggota. Para 
anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan 
tertinggi dalam Koperasi. 

  Huruf c 

   Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak 
semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang 
dalam Koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa 
usaha anggota terhadap Koperasi. Ketentuan yang demikian ini 
merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan. 

  Huruf d 

   Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk 
kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari 
keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang 
diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak 
didasarkan semata-mata alas besarnya modal yang diberikan. 
Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak 
melebihi suku bunga yang berlaku di pasar. 

  Huruf e 

   Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, 
tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh 
kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, 
dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula 
pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, 
otonomi,swadaya,berani mempertanggungjawabkan perbuatan 
sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri. 

 Ayat (2) 

  Disamping kelima prinsip sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), 
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untuk pengembangan dirinya koperasi juga melaksanakan dua 
prinsip Koperasi yang lain yaitu pendidikan perkoperasian dan 
kerja sama antar koperasi. 

   Penyelenggaraan pendidikan perkoperasian dan kerja sama 
antar koperasi merupakan prinsip Koperasi yang penting dalam 
meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, 
dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan 
Koperasi. Kerja sama dimaksud dapat dilakukan antar koperasi 
di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. 

Pasal 6 

 Ayat (1) 

  Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha dan 
kehidupan Koperasi. Orang-seorang pembentuk Koperasi adalah 
mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan 
mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas 

Pasal 7 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas 

 Ayat (2) 

  Yang dimaksud dengan tempat kedudukan adalah alamat tetap 
kantor Koperasi. 

Pasal 8 

 Huruf a 

  Cukup jelas 

 Huruf b 

  Cukup jelas 
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 Huruf c 

  Cukup jelas 

 Huruf d 

  Cukup jelas 

 Huruf e 

  Cukup jelas 

 Huruf f 

  Cukup jelas 

 Huruf g 

  Cukup jelas 

 Huruf h 

  Jangka waktu berdirinya Koperasi dapat ditetapkan terbatas 
dalam jangka waktu tertentu atau tidak terbatas sesuai dengan 
tujuannya. 

 Huruf i 

  Cukup jelas 

 Huruf j 

  Sanksi dalam ketentuan ini adalah sanksi yang diatur secara 
intern oleh masing-masing Koperasi, yang dikenakan terhadap 
Pengurus, Pengawas, dan anggota yang melanggar ketentuan 
Anggaran Dasar. 

Pasal 9 

 Cukup jelas 

Pasal 10 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas 
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 Ayat (2) 

  Cukup jelas 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas 

Pasal 11 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas 

 Pasal 12 

  Ayat (1) 

   Cukup jelas 

  Ayat (2) 

   Dengan ketentuan ini dimaksudkan hanya perubahan yang 
mendasar yang perlu dimintakan pengesahan Pemerintah, 
yaitu yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan 
perubahan bidang usaha. Pengesahan yang dimaksud dalam hal 
penggabungan dan perubahan bidang usaha merupakan 
pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan dalam hal 
pembagian merupakan pengesahan perubahan Anggaran Dasar 
dan atau pengesahan badan hukum baru. Pengesahan 
perubahan bidang usaha Koperasi yang dimaksud dalam 
ketentuan ini tidak mengurangi kesempatan Koperasi untuk 
berusaha di segala bidang ekonomi. 
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Pasal 13 

 Cukup jelas 

Pasal 14 

 Ayat (1) 

  Penggabungan atau yang dikenal dengan istilah amalgamasi, dan 
peleburan hanya dapat dilakukan apabila didasarkan atas 
pertimbangan pengembangan dan/atau efisiensi usaha 
pengelolaan Koperasi sesuai dengan kepentingan anggota. Dalam 
hal penggabungan dan peleburan yang memerlukan pengesahan 
Anggaran Dasar atau badan hukum baru dilakukan sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas 

Pasal 15 

 Pengertian Koperasi Sekunder meliputi semua Koperasi yang 
didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan/atau 
Koperasi Sekunder. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan 
efisiensi, Koperasi Sekunder dapat didirikan oleh Koperasi sejenis 
maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal Koperasi 
mendirikan Koperasi Sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti 
yang selama ini dikenal sebagai Pusat, Gabungan, dan Induk, maka 
jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh Koperasi 
yang bersangkutan. 

 

Pasal 16 

 Dasar untuk menentukan jenis Koperasi adalah kesamaan aktivitas, 
kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara 
lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi 
Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Khusus Koperasi 
yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, 
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anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis 
Koperasi tersendiri. 

Pasal 17 

 Ayat (1) 

  Sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi, anggota 
berpartisipasi aktif dalam kegiatan Koperasi. Sekalipun demikian, 
sepanjang tidak merugikan kepentingannya, Koperasi dapat pula 
memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat 
kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan 
anggota menjadi anggota Koperasi. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas 

Pasal 18 

 Ayat (1) 

  Yang dapat menjadi anggota Koperasi Primer adalah 
orang-seorang yang telah mampu melakukan tindakan hukum dan 
memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Koperasi yang 
bersangkutan. Hal ini dimaksudkan sebagai konsekuensi Koperasi 
sebagai badan hukum. Namun demikian khusus bagi pelajar, 
siswa dan/atau yang dipersamakan dan dianggap belum mampu 
melakukan tindakan hukum dapat membentuk Koperasi, tetapi 
Koperasi tersebut tidak disahkan sebagai badan hukum dan 
statusnya hanya Koperasi tercatat. 

 Ayat (2) 

  Dalam hal terdapat orang yang ingin mendapat pelayanan dan 
menjadi anggota Koperasi, namun tidak sepenuhnya dapat 
memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran 
Dasar, mereka dapat diterima sebagai anggota luar biasa. 
Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia bukan 
warga negara dapat menjadi anggota luar biasa dari suatu 
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Koperasi sepanjang memenuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 19 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas 

 Ayat (3) 

  Keanggotaan Koperasi pada dasarnya tidak dapat 
dipindahtangankan karena persyaratan untuk menjadi anggota 
Koperasi adalah kepentingan ekonomi yang melekat pada anggota 
yang bersangkutan. Dalam hal anggota Koperasi meninggal dunia, 
keanggotaannya dapat diteruskan oleh ahli waris yang memenuhi 
syarat dalam Anggaran Dasar. 

  Hal ini dimaksudkan untuk memelihara kepentingan ahli waris 
dan mempermudah proses mereka untuk menjadi anggota. 

 Ayat (4) 

  Cukup jelas 

Pasal 20 

 Ayat (1) 

  Sebagai konsekuensi seseorang menjadi anggota Koperasi, maka 
anggota mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu 
mematuhi ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati 
dalam Rapat Anggota. Mengingat anggota adalah pemilik dan 
pengguna jasa sangat berkepentingan dalam usaha yang 
dijalankan oleh Koperasi, maka partisipasi anggota berarti pula 
untuk mengembangkan usaha Koperasi. Hal itu sejalan pula 
dengan hak anggota untuk memanfaatkan dan mendapat 
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pelayanan dari Koperasinya. Anggota merupakan faktor penentu 
dalam kehidupan Koperasi, oleh karena itu penting bagi anggota 
untuk mengembangkan dan memelihara kebersamaan. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas 

Pasal 21 

 Cukup jelas 

Pasal 22 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas 

Pasal 23 

 Cukup jelas 

Pasal 24 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas 

 Ayat (3) 

  Pemungutan suara yang dimaksud ayat ini dilakukan hanya oleh 
anggota yang hadir. 

 Ayat (4) 

  Yang dimaksud dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan 
jasa usaha Koperasi-anggota secara berimbang adalah penentuan 
hak suara dilakukan standing dengan jumlah anggota setiap 
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Koperasi-anggota dan besar kecilnya jasa usaha Koperasi-anggota 
terhadap Koperasi Sekundernya. 

Pasal 25 

 Cukup jelas 

Pasal 26 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas 

 Ayat (2) 

  Batas waktu penyelenggaraan Rapat Anggota dalam ayat ini yaitu 
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau, namun 
demikian dalam pelaksanaannya diusahakan secepatnya. 

Pasal 27 

 Ayat (1) 

  Rapat Anggota Luar Biasa diadakan apabila sangat diperlukan dan 
tidak bisa menunggu diselenggarakannya Rapat Anggota. 

 Ayat (2) 

  Permintaan Rapat Anggota Luar Biasa oleh anggota dapat 
dilakukan karena berbagai alasan, terutama apabila anggota 
menilai bahwa Pengurus telah melakukan kegiatan yang 
bertentangan dengan kepentingan Koperasi dan menimbulkan 
kerugian terhadap Koperasi. Jika permintaan tersebut telah 
dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, maka 
Pengurus harus memenuhinya. Rapat Anggota Luar Biasa atas 
keputusan Pengurus dilaksanakan untuk kepentingan 
pengembangan Koperasi. 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas 
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Pasal 28 

 Cukup jelas 

Pasal 29 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas 

 Ayat (4) 

  Anggota Pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih 
kembali. 

 Ayat (5) 

  Cukup jelas 

Pasal 30 

 Ayat (1) 

  Dalam mengelola Koperasi, Pengurus selaku kuasa Rapat Anggota 
melakukan kegiatan semata-mata untuk kepentingan dan 
kemanfaatan Koperasi beserta anggotanya sesuai dengan 
keputusan Rapat Anggota. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas 

Pasal 31 

 Cukup jelas 

Pasal 32 

 Ayat (1) 
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  Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan profesionalisme 
dalam pengelolaan usaha Koperasi. Karenanya, Pengurus dapat 
mengangkat tenaga Pengelola yang ahli untuk mengelola usaha 
Koperasi yang bersangkutan. Penggunaan istilah Pengelola 
dimaksudkan untuk dapat mencakup pengertian yang lebih luas 
dan memberi alternatif bagi Koperasi. Dengan demikian sesuai 
kepentingannya Koperasi dapat mengangkat Pengelola sebagai 
manajer atau direksi. Maksud dari kata diberi wewenang dan 
kuasa adalah pelimpahan wewenang dan kuasa yang dimiliki oleh 
Pengurus. Dengan demikian Pengurus tidak lagi melaksanakan 
sendiri wewenang dan kuasa yang telah dilimpahkan kepada 
Pengelola dan tugas Pengurus beralih menjadi mengawasi 
pelaksanaan wewenang dan kuasa yang dilakukan Pengelola. 
Adapun besarnya wewenang dan kuasa yang dilimpahkan 
ditentukan sesuai dengan kepentingan Koperasi. 

 Ayat (2) 

  Yang dimintakan persetujuan adalah rencana pengangkatan 
pengelola usaha. Pemilihan dan  pengangkatan pengelola usaha 
dilaksanakan oleh Pengurus. 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas 

 Ayat (4) 

  Cukup jelas 

Pasal 33 

 Hubungan kerja antara Pengelola dengan Pengurus Koperasi tunduk 
pada ketentuan hukum perikatan pada umumnya. Dengan demikian 
Pengelola bertanggung jawab sepenuhnya kepada Pengurus. 
Selanjutnya hubungan.kerja tersebut sesuai dengan yang 
diperjanjikan dilakukan secara kontraktual. 
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Pasal 34 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas 

Pasal 35 

 Cukup jelas 

Pasal 6 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas 

Pasal 37 

 Penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota 
berarti membebaskan Pengurus dari tanggung jawabnya pada tahun 
buku yang bersangkutan. 

Pasal 38 

 Dalam hal Koperasi mengangkat Pengelola, Pengawas dapat 
diadakan secara tetap atau diadakan pada waktu diperlukan sesuai 
dengan keputusan Rapat Anggota. Hal ini tidak mengurangi arti 
Pengawas sebagai perangkat organisasi dan memberi kesempatan 
kepada Koperasi untuk memilih Pengawas secara tetap atau pada 
waktu diperlukan sesuai dengan keperluannya. Pengawas yang 
diadakan pada waktu diperlukan tersebut melakukan pengawasan 
sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Rapat Anggota. 
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Pasal 39 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas 

Pasal 40 

 Dalam rangka peningkatan efisiensi, pengelolaan yang bersifat 
terbuka, dan melindungi pihak yang berkepentingan, Koperasi dapat 
meminta jasa audit kepada akuntan publik. Dengan ketentuan ini 
Pengurus dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik, dan 
tidak menutup kemungkinan permintaan tersebut dilakukan  oleh 
Pengawas. Untuk terlaksananya audit sebagaimana mestinya, Rapat 
Anggota dapat menetapkan untuk itu, Yang dimaksud dengan jasa 
audit adalah audit terhadap. laporan keuangan dan audit lainnya 
sesuai keperluan Koperasi. Disamping itu Koperasi dapat meminta 
jasa lainnya dari akuntan publik antara lain konsultansi dan 
pelatihan. 

Pasal 41 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas 

 Ayat (2) 

  Yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang 
menanggung resiko atau disebut modal ekuiti. 

 

  Huruf a 

   Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya 
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yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada 
saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat 
diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi 
anggota. 

   Huruf b 

    Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang 
tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada 
Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan 
wajib tidak dapat diambil kembali selama yang 
bersangkutan masih menjadi anggota. 

   Huruf c 

    Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari 
penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk 
memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian 
Koperasi bila diperlukan. 

   Huruf d 

    Cukup jelas 

 Ayat (3) 

  Untuk pengembangan usahanya Koperasi dapat menggunakan 
modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan 
kelangsungan usahanya. 

 

  Huruf a 

   Pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota 
yang memenuhi syarat. 

  Huruf b 

   Pinjaman dari Koperasi lainnya dan/atau anggotanya didasari 
dengan perjanjian kerja sama antarkoperasi. 
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  Huruf c 

   Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

  Huruf d 

   Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 Huruf e 

   Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota 
yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum. 

Pasal 42 

 Ayat (1) 

  Pemupukan modal dari modal penyertaan, baik yang bersumber 
dari Pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam 
rangka memperkuat kegiatan usaha Koperasi terutama yang 
berbentuk investasi. Modal penyertaan ikut menanggung resiko. 
Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam 
Rapat Anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan Koperasi 
secara keseluruhan. Namun demikian, pemilik modal penyertaan 
dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha 
investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan 
perjanjian. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas 

Pasal 43 

 Ayat (1) 

  Usaha Koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha yang 
berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk 
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menunjang usaha maupun kesejahteraannya. Dalam hubungan ini 
maka pengelolaan usaha Koperasi harus dilakukan secara 
produktif, efektif, dan efisien dalam arti Koperasi harus 
mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang 
dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang 
sebesar-besarnya pada anggota dengan tetap mempertimbangkan 
untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Untuk mencapai 
kemampuan usaha seperti tersebut di atas, maka Koperasi dapat 
berusaha secara luwes baik ke hulu maupun ke hilir serta 
berbagai jenis usaha lainnya yang terkait. Adapun mengenai 
pelaksanaan usaha Koperasi, dapat dilakukan dimana saja, baik 
di dalam maupun di luar negeri, dengan mempertimbangkan 
kelayakan usahanya. 

 Ayat (2) 

  Yang dimaksud dengan kelebihan kemampuan usaha Koperasi 
adalah kelebihan kapasitas dana dan daya yang dimiliki oleh 
Koperasi untuk melayani anggotanya. Kelebihan kapasitas 
tersebut oleh Koperasi dapat dimanfaatkan untuk berusaha 
dengan bukan anggota dengan tujuan untuk mengoptimalkan 
skala ekonomi dalam arti memperbesar volume usaha dan 
menekan biaya per unit yang memberikan manfaat 
sebesar-besarnya kepada anggotanya serta untuk 
memasyarakatkan Koperasi. 

 Ayat (3) 

  Agar Koperasi dapat mewujudkan fungsi dan peran seperti yang 
dimaksud dalam Pasal 4, maka Koperasi melaksanakan usaha di 
segala bidang kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam 
kehidupan ekonomi rakyat. Yang dimaksud dengan kehidupan 
ekonomi rakyat adalah semua kegiatan ekonomi yang 
dilaksanakan dan menyangkut kepentingan orang banyak. 
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Pasal 44 

 Ayat (1) 

  Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang yang mengatur 
tentang perbankan, usaha simpan pinjam tersebut diatur secara 
khusus dalam Undang-undang ini. Pengertian anggota Koperasi 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini termasuk calon 
anggota yang memenuhi syarat. Sedangkan ketentuan dalam 
huruf b berlaku sepanjang dilandasi dengan perjanjian kerja 
sama antarkoperasi yang bersangkutan. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas 

Pasal 45 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas 

 Ayat (2) 

  Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis 
serta besarnya keperluan lain, ditetapkan oleh Rapat Anggota. 

  Yang dimaksud dengan jasa usaha adalah transaksi usaha dan 
partisipasi modal. 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas 

Pasal 46 

 Cukup jelas 

Pasal 47 

 Ayat (1) 
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  Keputusan pembubaran karena alasan kegiatan Koperasi 
bertentangan dengan ketertiban umum dan/ atau kesusilaan 
dalam ketentuan ini dilakukan apabila telah dibuktikan dengan 
keputusan pengadilan. Keputusan pembubaran karena alasan 
kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan, antara lain 
karena dinyatakan pailit. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas 

 Ayat (4) 

  Cukup jelas 

Pasal 48 

 Cukup jelas 

Pasal 49 

 Ayat (1) 

  Yang dimaksud dengan Kuasa Rapat Anggota dalam ayat ini 
adalah mereka yang ditunjuk dan diberi kuasa serta tanggung 
jawab oleh Rapat Anggota untuk melaksanakan tugas yang 
berkaitan dengan pembubaran Koperasi. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas 

 Ayat (3) 

  Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan 
kepada pihak kreditor yang belum mengetahui pembubaran 
Koperasi tersebut. 
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Pasal 50 

 Cukup jelas 

Pasal 51 

 Cukup jelas 

Pasal 52 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas 

 Ayat (4) 

  Ketentuan ini menegaskan bahwa "Koperasi dalam penyelesaian", 
hak dan kewajibannya masih tetap ada untuk menyelesaikan 
seluruh urusannya. 

Pasal 53 

 Ayat (1) 

  Yang dimaksud dengan keputusan pembubaran Koperasi adalah 
baik oleh keputusan Rapat Anggota maupun oleh keputusan 
Pemerintah. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas 

 

Pasal 54 

 Huruf a 

  Cukup jelas 
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 Huruf b 

  Cukup jelas 

 Huruf c 

  Yang dimaksud dengan bekas anggota tertentu misalnya mereka 
yang keluar dari keanggotaan Koperasi yang masih mempunyai 
kewajiban menanggung sesuai dengan ketentuan Anggaran 
Dasarnya. 

 Huruf d 

  Cukup jelas 

 Huruf e 

  Cukup jelas 

 Huruf f 

  Cukup jelas 

 Huruf g 

  Cukup jelas 

 Huruf h 

  Cukup jelas 

Pasal 55 

 Ketentuan ini merupakan penegasan bahwa anggota hanya 
menanggung kerugian terbatas pada simpanan pokok dan 
simpanan wajib serta modal penyertaannya. Sedangkan yang 
merupakan modal pinjaman Koperasi dari anggota tidak termasuk 
dalam ketentuan tersebut. 

Pasal 56 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas 
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 Ayat (2) 

  Cukup jelas 

Pasal 57 

 Ayat (1) 

  Organisasi tersebut bukan merupakan badan usaha dan karenanya 
tidak melakukan kegiatan usaha ekonomi secara langsung. Pada 
saat diundangkannya Undang-undang ini, organisasi ini yang 
bernama Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) selanjutnya harus 
menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini. Tujuan dan 
kegiatan organisasi tersebut harus sesuai dan selaras dengan jiwa 
dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang ini. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas 

 Ayat (3) 

  Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan, 
sekurang-kurangnya memuat : 

a. nama organisasi; 

b. tujuan organisasi; 

c. susunan organisasi; 

d. ketentuan mengenai kepengurusan dan masa jabatannya; 

e. ketentuan mengenai tata kerja organisasi; 

f. ketentuan mengenai Rapat Anggota dan rapat lainnya; 

g. ketentuan mengenai hak dan kewajiban anggota; 

h. ketentuan mengenai sumber dan pengelolaan keuangan; 

i. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar dan 
pembubaran; 

j. ketentuan mengenai sanksi organisasi. 
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Pasal 58 

 Ayat (1) 

  Huruf a 

   Cukup jelas 

  Huruf b 

   Upaya untuk meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan 
masyarakat, dilakukan antara lain melalui kegiatan 
penerangan, penyampaian informasi, penerbitan, dan  
pembinaan kelompok usaha dalam masyarakat untuk diarahkan 
menjadi Koperasi. 

  Huruf c 

   Cukup jelas 

  Huruf d 

   Untuk mengembangkan kerja sama antarkoperasi dan antara 
Koperasi dengan badan usaha lainnya, organisasi ini 
mendorong pertumbuhan dan perkembangan jaringan 
kelembagaan dan usaha Koperasi baik di tingkat regional, 
nasional, maupun internasional. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas 

Pasal 59. 

 Cukup jelas 

Pasal 60 

 Dengan ketentuan ini, Pemerintah memiliki landasan yang jelas dan 
kuat untuk melaksanakan peranannya dalam menetapkan 
kebijaksanaan pembinaan yang diperlukan guna mendorong 
pertumbuhan, perkembangan, dan pemasyarakatan Koperasi. Sesuai 
dengan prinsip kemandirian, pembinaan tersebut dilaksanakan 
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tanpa mencampuri urusan internal organisasi Koperasi. 

 Penumbuhan, pengembangan, dan pemasyarakatan Koperasi 
merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah agar masyarakat 
luas memahami gagasan Koperasi sehingga dengan penuh kesadaran 
mendirikan dan memanfaatkan Koperasi guna memenuhi 
kepentingan ekonomi dan sosialnya. Pemberian bimbingan, 
kemudahan, dan perlindungan oleh Pemerintah merupakan upaya 
pengembangan Koperasi yang dilaksanakan melalui penetapan 
kebijaksanaan, penyediaan fasilitas, dan konsultansi yang 
diperlukan agar Koperasi mampu melaksanakan fungsi dan perannya 
serta dapat mencapai tujuannya. Dengan demikian menjadi 
kewajiban dari seluruh aparatur Pemerintah, baik di pusat maupun 
di daerah untuk melakukan upaya dalam mendorong pertumbuhan, 
perkembangan, dan pemasyarakatan Koperasi. 

Pasal 61 

 Huruf a 

  Cukup jelas 

 Huruf b 

  Cukup jelas 

 Huruf c 

  Tata hubungan usaha yang serasi dan saling menguntungkan 
antara Koperasi dengan badan usaha lainnya merupakan faktor 
yang penting dalam rangka mewujudkan sistem perekonomian 
nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam hubungan 
ini kerja sama tersebut haruslah merupakan hubungan yang 
saling membutuhkan dan menguntungkan. 

 Huruf d 

  Membudayakan Koperasi adalah memasyarakatkan jiwa dan 
semangat Koperasi. 
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Pasal 62 

 Huruf a 

  Cukup jelas 

 Huruf b 

  Cukup jelas 

 Huruf c 

  Ketentuan ini mempertegas komitmen Pemerintah, dalam upaya 
memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan 
lembaga keuangan Koperasi, mengingat bahwa permodalan 
merupakan salah satu sumber kekuatan bagi pengembangan 
usaha Koperasi. Dalam pelaksanaannya antara lain dilakukan 
dengan mengembangkan penyertaan modal, baik dari Pemerintah 
maupun masyarakat, serta memberikan kemudahan persyaratan 
dan prosedur untuk mendapatkan kredit. Pemerintah juga 
memberikan bimbingan dan kemudahan untuk mengembangkan 
lembaga keuangan yang berbadan hukum Koperasi. 

 Huruf d 

  Pengembangan jaringan usaha Koperasi yang kuat dan kerja sama 
antarkoperasi yang erat dan saling menguntungkan merupakan 
faktor penting dalam menumbuhkan potensi masing-masing 
Koperasi dan keseluruhan Koperasi. 

 Huruf e 

  Cukup jelas 

 

Pasal 63 

 Ayat (1) 

  Huruf a 

   Ketentuan ini dengan tegas mencerminkan komitmen 
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Pemerintah dalam upaya memperkuat pertumbuhan dan 
perkembangan Koperasi sebagai suatu bangun perusahaan yang 
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka 
komitmen ini Pemerintah dapat menetapkan bidang ekonomi 
tertentu, terutama yang sangat erat hubungannya dengan 
kegiatan ekonomi rakyat, yang hanya boleh diusahakan oleh 
Koperasi. Pelaksanaan ketentuan ini bersifat dinamis dengan 
memperhatikan aspek keseimbangan terhadap keadaan dan 
kepentingan ekonomi nasional serta aspek pemerataan 
berusaha. 

  Huruf b 

   Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kelangsungan 
hidup usaha Koperasi. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas 

Pasal 64 

 Cukup jelas 

Pasal 65 

 Cukup jelas 

Pasal 66 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas 

Pasal 67 

 Cukup jelas 

 



SALINAN

PRE S I DEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2O2I

TENTANG

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA

MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86, Pasal 87,
Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 104,
dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2O2O tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah;

Mengingat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 3502);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48661;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 65731;

MEMUTUSKAN . . .

1

2

3

4

SK No 086507 A



Menetapkan

PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEMUDAHAN,
PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Pernerintah ini yang dimaksud dengan:

1

,

3

Koperasi 4dalah badan usaha yang beranggotakan
orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasaikan prin--sip
Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 

-rakyat

yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Usaha Mikro adalah usaha procluktif milik orang
perorangan danf atau badan usaha perorang"., yarr[
rnemenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatui
daiam Peraturan Pemerintah ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri, yang ditakukan oleh ori.rg perorangan
atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau
usa-ha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil
sebagaimana dimaksud dalam pe;att:ran pemerintah
ini.

U-=aha Menengah adalah usaha ekonomi produktif
yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau rnenjadi bagian baik langsung
maupun ticlak langsung dengan Usaha Kecil atau
usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah
sebagaimana d,atr.rr dalam peraturan pemerintah ini.

, 5. Pemerintah . . .

4
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5. Perrrerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang nremegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
lJndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penj,elenggara pemerintahan claerah yang
mcmimpin pelalcs.rnaan urusan pemerintaharr yang
n'cnjadi kewenangan daerah otonom.

7. Prir^sip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam
kegiatan perkoperasian berdaszrrl<an fatwa yang
dikeluarl<an oleh lembaga yang mcnriliki ker,r,cnangan
dalarr penetapan fat',va di bidang s.yariah.

8. I(ernitraan dengan Pola Rantai pasok adalah kerja
sarna antar usaha bark nrikro, kecil, m()nelulair dan
besar lar,i\ mernrliki ketergantungan dala,m aliran
barang dai-l jasa. y-ang mengrrbah barharr mentah
menjadi proclirk dalam Llpaya yang efisicn ian
ekonomis mencakrlp berbagai proses dari produksi,
pcrrgerr^bangan produk iar-r jasa, sistem informasi,
se;'.[ei pengemasan produrk atau pcrlghantaran jasa
keperda' konsumen.

9. DA;ra Alokasi Khusus ),ang sclan;utnra disingkat DAK
a<ialeh dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja ncgara kepada daerah
tertentu clerrgan tujr-tan untuk membantlr mendanai
kcgiatan khusrrs )'ang merupakan Lrrusan daerah ;len
sesuai dengen prio:itas nasional.

10. Perizinan Bcirtisaha' adalah lcgalitas yang cliberikan
kepada Pelaku Usaha untuk memrrlai dan
inenjaldnkan usah a dan/'atau l<egiatailnya.

1 1 . Inku basi adalah suatu proses pembinaarr,
pendarnpingan, dan pengcrnbangan yaltg diberikan
tiien lcmbaS;a inkubator kepada pcserta inkubasi
(tcnuni).

!2. f)inas aclal.ah dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintal.ran ciaerah.di bidang K<>pcras;i dan lJsaha
Mikro, Kecil, dar M,:nengah.

1.3.Menteri...
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Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kementerian adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah'

(1)

pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah.

(21 Kemudahan, petindungan, dan pemberdayaan bagi
Koperasidan-UsahaMikro,Kecil,danMenengah
sebagaimanadimaksud.padaayat(1)dilakukan
melalui:

a. pembinaan; dan

b. pemberian fasilitas.

Pasal 3

(1) Koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 9
(sembilan) orang.

(21 Koperasi sekunder dibentuk paling sedikit oleh 3 (tiga)
Koperasi.

Pasal

Pasal 2

Pemerintah Pusat dan
memberikan kemudahan,

Pemerintah Daerah
pelindungan, dan

BAB II

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu

Kemudahan Penyelenggaraan Koperasi

Paragraf 1

Pembentukan KoPerasi
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Pasal 4

Koperasi memperoleh status badan hukum pada tanggal
diterbitkan surat keputusan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
dan hak asasi manusia tentang pengesahan badan hukum
Koperasi.

Pasal 5

Pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendirian
yang memuat anggaran dasar.

Pasal 6

(1) Dalam pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 diawali dengan rapat pembentukan
Koperasi yang dihadiri oleh pendiri.

(21 Rapat pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring dan/atau
luring.

(3) Hasil rapat pembentukan sebagaimana dimaksud
parla ayat (21 dinyatakan dengan notulen atau berita
acara yang ditandatangarri oleh pimpinan rapat, dalanr
bentuk paraf atau tanda tangan dengan tinta lasah
atau elektronik.

Pasal 7

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan
pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat
yang akan membentuk Koperasi.

Paragraf
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Paragraf 2

Rapat Anggota

Pasal 8

(1) Rapat anggota dapat dilaksanakan secara daring danl
atau luring.

(21 Hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada
Kementerian dan/atau Dinas melalui sistem pelaporan
secara elektronik.

(3) Dalam hal pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota
tidak ciapat dilakukan melalui sistem pelaporan secara
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (21, hasil
pelaksanaan rapat anggota disampaikan secara
manual.

(4) Kementerian dan/atau Dinas memfasilitasi
kemudahan pelaporan hasil pelaksanaan rapat
anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 3

Pelaporan

Pasal 9

(1) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan
pinjam serta usaha simpan pinjam dan pembiayaan
syariah vrajib menyampaikan laporan kepada
Kementerian dan/atau Dinas secara periodik dan
sewaktu-waktu.

(2) Laporan sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan melalui sistem pelaporan secara
elektronik.

(3) Sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (21dibuat oleh Kementerian.

(4) Dinas...
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Dinas dapat membuat sistem pelaporan secara
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dengan memperhatikan ketentuan mengenai- sistem
pelaporan secara elektronik yang ditetapkan oleh
Kementerian.

PRES IDEN
REPUBLIK TNDONESIA

praktik tata kelola usaha
membangun profesionalisme
anggota;

(5) Dalam hal sistem pelaporan secara elektronik belum
terbentuk, Koperasi menyampaikan laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21secara manual.

Bagian Kedua

Usaha Koperasi

Paragraf 1

Umum

Pasal lO

(1) Usaha Koperasi merupakan usaha yang:

a. berkaitan langsung dengan kepentingan anggota;
dan

b. meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.

(21 Usaha Koperasi yang berkaitan langsung dengan
kepentingan anggota sebagaimana dimaksucl pia.
ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperha[ika.,
paling sedikit:

a. kebutuhan anggota dan kapasitas Koperasi;

b. -pengutamaan pemenuhan pelayanan terbaik
kepada anggota untuk mendorong peningkatan
loyalitas anggota;

c yang
dan

baik untuk
kepercayaan

d. kerja sama antar-Koperasi; dan

e. kerja sama Koperasi dan/atau antar-Koperasi
dengan badan usaha lain.

(3) Usaha...
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(3) Usaha Koperasi untuk meningkatkan usaha dan
kesejahteraan anggota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan
paling sedikit:

a. manfaat langsung dan tidak langsung yang
dirasakan/diterima oleh anggota dan/atau
masyarakat yang memanfaatkan
pelayanan/bisnis dengan Kooerasi;

b. kerjasama antar-Koperasi; dan
c. kemitraan dengan badan usaha lain,

Pasal 1 1

(1) Kegiatan usaha Koperasi dapat dilaksanakan secara:

a. tunggal usaha; atau

b. serba usaha.

(21 Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara
tunggal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merLlpakan Koperasi yang diselenggarakan
pada 1 (satu) bidang atau sektor usaha tertentu.

(3) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara
serba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan Koperasi yang diselenggarakan
dengan beberapa kegiatan usaha pada 1 (satu) atau
lebih bidang atau sektor usaha tertentu.

(4) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b harus memiliki bidang usaha inti.

(5) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselenggarakan berdasarkan paling sedikit:

a. kesamaan usaha;

b. potensi; cian

o. kebutuhan anggota.

(6) Kegiatan .

SK No 094553 A



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

(6) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat memiliki dan/atau memanfaatkan
platform teknologi digital untuk mendorong akselerasi
dan integrasi serta daya saing.

Pasal 12

(1) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat
digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
yang bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik
minat masyarakat menjadi anggota Koperasi.

(21 Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Koperasi
simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam
Koperasi.

(3) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh pengurus
Koperasi secara periodik ataur pada saat transaksi
kegiatan usaha langsung.

(4) Pelayanan kepada masyarakat yang bukan anggota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai
transaksi bisnis.

(5) Kelebihan kemampr-ran pelayanan Koperasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan berpedoman pada prinsip Koperasi:

a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
b. pengelolaandilaksanakan secarademokratis;
c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil

sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-
masing anggota;

d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap
modal;

kemanciirian;

pendidikan perkoperasian; dan

keda sama antar-Koperasi.

e

f.

g

SK No 094554 A
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Paragraf 2

Usaha Koperasi yang Melaksanakan Prinsip Syariah

Pasal 13

(1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha
berdasarkan Prinsip Syariah.

(2) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha
berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud
pada ayat 1l) u,'ajih mencantumkan kata ,,Syariah,,

derlam penamaan Koperasi.

(3) Usaha Koperasi berdasarkan prinsip Syariah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
Cilaksanakan oleh Koperasi syariah.

(4) Usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib dituangkan
dalam anggaran dasar Koperasi.

(5) Koperasi syariah didirikan, dikelola, dan menjalankan
kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai
dengan fatw'a.syariah .yang dikeluaikan, oleh Majelis
Ulama Indonesia.

(6) Koperasi syariah tiarus mclaksanakan kegiatan usaha
yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Pasal 14

(1) Koperasi syariah melaksanakan kegiatan usaha
syariatr berdasarkan paling sedikit:

a. kesamaan usaha;

b. potensi; cian/atau

c. kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang
industri, perCagangan, jasa, serta bidang usaha
lain.

(2) Usaha. . .
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(2)

(3)

Usaha Koperasi syariah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan akad pinjam-meminjam,
bagi hasil, sewet-menyewa,.fual beli, dan/atau bentuk
lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah.

Koperasi syariah dapat menjalankan fungsi sosial
dala:n bentuk baitul maal untuk pemberdayaan sosial
ekonomi anggota dan masyarakat berdasarkan
keLentuan peraturan perunclang-undangan.

Pasal 15

(1) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya
dapat dila ks.tnakan <tleh:

a. Koperasi'simpan pinjam dan pembiaydan s'yariah;
atau

b. ,unit simpan p,njam dan pembiayaan syariah pada
Koperasi syariah.

(2) Uszrhit simpan pinjarn clan pembiayaan syariah oleh
Koperasi syariah dilaksanakan clengatn kegiatan sesuai
dengarr Prinsip Syariah, rneliputi:

a. rnenghimpun dana dari anggota, Koperasi lain,
dan anggoranya dalam bentuk-tabungan dengan
akad' titipdn, simpanan berjangka dengan akad
bagi hasil clan/atau bentuk lain;

b. menyalurkan dana kepada anggota, Koperasi lain
dan angqotan5,a, Calam bentuk pinjaman Cengan
akaC pinjanr -rneminjam; dan

. ,.r.., rnenyalurkan dana kepada anggr_rta, Koperasi lain
d,an anggotanya, dalam bcntuk pembiayaan
clengan akad pinjam-merninjam, bagi hasil, sewa-
menyewa, jual bcli, dan/atau bentuk lain.

(3) Kopcrasi yang menjala:lkan usaha simpan pinjam clan
pembiayaan syariah da;cat menjalankan fungsi sosial
dalam bentr-rk.baitril maal untuk pemberdayaan scsial
ekonomi anggota dan masyarakat sesrrai clengan
ke tentuan pe rat-ura.^Ir pc rr-rnd an g-undangan.

4) Koperasi...
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(4) Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam
dan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 dapat melaksanakan kegiatan usaha secara
elektronik.

Pasal 16

Koperasi syariah yang menjalankan fungsi sosial dalam
bentuk baitul maal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (3) atau Koperasi yang melaksanakan usaha simpan
pinjam dan pembiayaan syariah yang menjalankan fungsi
sosial dalam bentuk baitul maal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (3), melaporkan pelaksanaan fungsi
sosial kepada Kementerian danf atau kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama,
Badan Amil Zakat Nasional, dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 17

(1) Koperasi syariah wajib mempunyai dewan pengawas
syariah.

(21 Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertugas paling sedikit memberikan nasihat
dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan
Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

(3) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memiliki pengetahuan mengenai Prinsip
Syariah.

(1)

Pasal 18

Kementerian dan/atau kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
agama melakukan pembinaan dan pengembangan
kapasitas dewan pengawas syariah pada Koperasi
syariah.

Pembinaan dan pengembangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit
melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis.

(3) Dalam..'
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(3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian
dan/atau kementerian yang menyelenggarakan
Llrusan pemerintahan di bidang agama berkoordinasi
dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia.

(4) Kementerian <lan1atau kementerian yang
menyelengErrra,kan unrsan pemerintahan di bidang
agama mendelegasikan pelaksanaan pembinaan atau
pengernbangan kapasitas de'*,an pengawas syariah
I(operasi syariah kepada g,.rbernur dan/atau
bupati/wali kota berdasarkan wilayah keanggotaan
Koperasi.

Bagian Ketiga

Pelindrrngan Koperasi

Pasal 19

Dalam rangka peml:erian pelindungan kepada Koperasi,
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

a. rncnefapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya
boleh dirrsahakan Koperasi; dan

b. mcnetapkan hidang dan sektor usaira di suatu wilayah
yilng telah berhasil diusaha;',ern oleh Koperasi untuk
tictak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

Pasai ,.10

Selain pelindrrngan terhadap Koperasi sebagaimana
dimaksud dalarn Pasat 19, Pemerintah Prrsat dan
Pemerintah Daerah dapat mclakukan pemulihan usaha
Koperasi dalhm kondisi darurat'l-ertentu melalui:

a. re.strukturisasikredit;

b. rekonstruksi usaha; 
c. br-ntuan modal; rlan/atau

d. bantuan bentuk lerin.

SK No 094412 A

ian . . .



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-t4-

Bagian Keempat

Pemberdayaan Koperasi

Pasal 2 1

(1) Dalam melakukan pemberdayaan Koperasi melalui
menumbuhkarr iklim usaha, Pemerintah Fusat dan
Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam
aspek paling sedikit:

a. kelembagaan;

b. produksi;

c. per:rasaran;

d. keuangan; dan

e. inovasi dan teknologi.

(21 Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana
dimaksud pada zryat (1) huruf a meningkatkan paling
seclikit:

a. kualita,s pan-isipasi anggota Koperasi;

b. kapasitas dan kompetensi strmber daya manusia
pengurus, pengawas, dan pengelola;

c. kemampuan manajerial dan ta.tet kelola Koperasi;
cian

d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha
Koperasi/wira Koperasi m.elalui Inkubasi.

(3) Kebijakan :_pada aspek produksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:

a. meningkatkan teknik produksi dap pengoiahan
serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;

b. memberikan . kemudahan dalam pcngadaan
sarana. dan prasarane, produksi dan pengolahan,
banan baku, bahan p(jnolong, dan kema-an bagi
i(oPerasi;

c. mendorong penerapan standardisasi dalam
proses produksi dan pcngolahan; dan

d.meningkatl..an...
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d. meningkatkan kemampuan rancang bangun cian
perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.

(4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit:
a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi;

b. mengembangkan potensi pasar selain anggota
untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan
kemampuan pelayanan Koperasi kepada
masyarakat bukan anggota;

c. pengernbangan jaringan usaha Koperasi dan kerja
sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi
dan antir.ra Koperasi dengan pihak lain;

d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak
paten dan merek sehingga mempunyai daya saing
di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan

e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang
memiliki potensi sebagai waralaba. 

(5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana
dimaksud pa-da ayat (1) hunrf d paling sedikit:
a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi

melalui pemupukan modal yang berasal dari:
1. hibah;

2. penyetaraan simpanatl anggota; dan/atau
3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat

sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-
sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau
imbal ja.sq, tlan tenggat waktu tertentu yang
berasal dari:

anggota;

non-anggota;

1

2
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3. Koperasi lain;

4. bank dan industri keuangan nonbank;
dan/atau

5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling
sedikit:

a. meningkatkan kemampuan riset dan
pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan
transformasi digital;

b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi
Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan
daya saing Koperasi;

c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang
desain dan pengendalian mutu;

d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih
teknologi;

e. memberikan insentif kepada Koperasi yang
mengembangkan teknologi ramah lingkungan;
dan

f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui
Inkubasi.

Pasal 22

(1) Program kemudahan, pelindungan, dan
pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 sampai dengan Pasal 21 dilaksanakan,oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara
terpadu sesuai kev.,en angannya.

(21 Pemerintah Daerah sesuai wilayah dan
kewenanganrrya "men5rusun rencana tahunan dan
menyediakan alokasi anggaran program kemudahan,
pelindungan, dan pemberciayaan usaha Koperasi.

(3) Alokasi...
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(3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (21

bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

c. sumber iain yang sah dan tidak mengikat sesuai
clengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 23

Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program
kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan usaha
Koperasi yang dibiayai melalui DAK dan/atau dana
dekonsentrasi kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 24

(1) Pemerintah Pusat melalui Kementerian melakukan
pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
program kemudahan, pelindungan, dan
pemberdayaan usaha Koperasi paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Pemerintah
Pusat dalam menentukan keberlanjutan dan
pengembangan program kemudahan, pelindungan,
dan pemberdayaan usaha Koperasi.

Bagian Kelima

Kebijakan Pengembangan Koperasi di Sektor Tertentu

Pasal 25

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan
pemberdayaan bagi Koperasi yang melakukan kegiatan
usaha tertentu di sektor:

a. l<elantan dan perikanan;

b. angkntan perairan pelabuhan;
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c. kehutanan;

d. perdagangan; da.n

e. pertanian.

Pasal 26

(1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor kelautan dan
perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25
huruf a meliputi:

a. kerja sama penyelenggaraan tempat pelelangan
ikan; dan

b. pembinaan oleh pemerintah Daerah
kabupaten/kota.

(2) Dalam penyelenggaraan tempat pelelangan ikan,
Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakuka, kerja
sama daerah dengan Koperasi.

(3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
memenuhi persyaratan:

a. melakukan kegiatan usaha di sektor perikanan;

b. Koperasi dinyatakan sehat dan mampu
menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat
pelelangan ikan; dan ,

c. telah lolos seleksi dan kurasi oleh Kementerian
dan/atau Dinas.

Pasal 27

(1) Dalarn hal belum terdapat Koperasi di sektor kerautan
dan perikanan yang dinyatakan sehat dan mampu
menyelenggarakan pelelangarr ikan di tempat
pelelangan ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal
26 ayat (3) huruf b, pemerintah Daerah
kabupaten/kota dapat melakukan kerja sama dengan
pihak lain.

(2) Pihak...
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(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mengikutsertakan Koperasi dalam kegiatan
penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan
ikan dengan memperhatikan konsep kemitraan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Pemerintah lDusat dan pemerintah Daerah
kabupaten/kota wajib membina Koperasi di sektor
kelautan dan perikanan bagi:

a. Koperasi yang belum mampu berperan serta
dalam penyelenggaraan pelelangan ikan; dan

b. Koperasi yang telah bekerjasama sebagai
penyelenggara pelelangan ikan.

(2) Pembinaan Koperasi di sektor kelautan dan perikanan
oleh Pemerintah Pusat dan pemerinta.h Daerah
kabupaten/ktrta sesuai kewenangannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit
melalui:

a. penguatan kelembagaan;

b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia
melalui pendidikan, pelarihan, dan pemagangan;

c. pendampingan;

d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan
murah melalui kredit program, modal ventura,
sistem resi gudang, atau pembiayaan lain;

e. kemtrdahan Pr-rizinan Berusaha;

f. penerapan teknologi produksi tepat guna;

g. penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau
h. penyediaan sarana produksi;
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Pasal 29

(1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor angkutan
perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 huruf b, meliputi:

a. penyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat oleh
Koperasi; dan

b pembinaan dan pengawasan Koperasi
kerja bongkar muat.

tenaga

(21 Pembinaan <ian pengawasan Koperasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara
terkoordinasi oleh Kementerian, kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perhubungan, dan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Pembinaan dan pengawasan kepada Koperasi tenaga
kerja bongkar mrrat pelabuhan dilakukan oleh
penyelenggara pelabuhan secara terkoordinasi
meliputi:

a. mengendalikan dan memastikan bahwa rencana
dan realisasi pelaksanaan kegiatan bongkar muat
barang di dalam Daerah Lingkungan Kerja
Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan
Pelabuhan sesuai ciengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. melaksanakan penertiban dan pengamanan
untuk menjarnin kelancaran kegiatan oongkar

. muat dan arus lalu lintas barang di pelabuhan;

c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
kegiatan administrasi dan teknis operasional dan
pelayanan tenaga kerja Koperasi tenaga kerja
bongkar muat; dan

d.melakukan...
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d. melakukan fasilitasi negosiasi penetapan tarif
ongkos pelabuhan pemuatan/ongkos pelabuhan
tujuan dan biaya penggunaan tenaga keda
bongkar muat pelabuhan seternpat.

(21 Pen,binaan dan pengawasan Koperasi tenaga kerja
bongkar muat pelabuhan dilakukan oleh kementerian
yang menyelenggarakan ul'usall pemerintahan di
biciang ketenagakerjaan secara terkoordinasi dengan
memberikan:

a. bimbingan saclar hukum ketenagakerjaan J/ang
berkaitan dengan hubungan kerja dan
perlinciungan t-enaga kerja serta lingkurrgan kcrja
sesuai dengan ketentuan peraturan pu-rundang-
rrndangan;

b. . bimbingan teknis terhadap upaya peningkatan
produktivitas kerja, perbaikan pengupahan, dan
jaminan sosial untuk meningkatkan
kesejahteraan tenaga kerja dan perlindungan
kerja; dan

c. bimbingan penyc!enggaraan latihan kr:rja untr-ik
meningkatkan clisiplin dan etos kerja serta
meningkatkan keterampilan bongkar muat
barang guna meningkatkan produktivitas.

(3) Fembinaan dan pengawasan kegiatan Koperasi tenaga
ke,:ia hongkar muat di pclabuhan yang dilakukan oleh
l'.r:mentcrian dengan mernberillan:

a. pcnyuluhan dan bantuan kepada Koperasi tenaga' kerja bongkar muat dalam'rnenerapkan anggaran
clasar dan anggaran rumah tangga Koperasi
tenaga kerja bongkar muat pelabuhan;

b. bimbingan dan pembinaan terhadap seluruh
kegiatan Kopr;1251 tenaga l<erja bongkar muat,
kelembag?rn, q5aLr^, dan manajemen I(operasi

, tcnaga kega bongkar muat;

c. .pemlrinaarn di .bidrrrg ,penyelenggaraan
pendidikan dan p:latihan^O..Uorr"T. 

";r1".
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motiva-si kepada l-enaga kerja bongkar muat agar
aktif berpartisipasi dalam mengembairgkan
kemampuan teknis dan manajemen
perkoperasian.

Pasal 31

Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor kehutanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi:
a. perizinan dan kerja sama bagi Koperasi yang

melakukan kegiatan usaha di sektor kehutanan; dan

b. pembinaan Koperasi yang melakukan kegiatan Usaha
di sektor kehutanan.

Pasal 32

Setiap pemegang Perizinan Berusaha pernanfaatan hutan
pada hutan lindung wajib melaksanakan kerja sama
dengan Koperasi.

Pasal 33

(1) Pemberdayaalr bagi Koperasi di sektor perdagangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d
meliputi:

a. kerja sama bagi Koper:asi yang melakukan
kegiatan usaha di sektor perdagangan; dan

b. pembinaan Koperasi yang melakukan kegiatan
usaha di sektor perdagangan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dilakukan dengan memberikan kesempatan
berusaha bagi Koperasi melalui pola kemitraan dengan
memperhatikan sistem pembinaan terpadu dan basis
data tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undaugan.

(3) Kementerian...

d
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(3) Kementerian bersarna kementerian teknis, Dinas, dan
dinas yang menyclenggarakan urusan pernerintahan
daerah di bidang perdagangan melakukan pembinaan
Koperasi di sektor perdagangan paling sedikit:
a. penguatan kelembagaan;

b. pendldikan dan pelatihan sumber daya manusia;
c. kemudahan akses perrnocialan: dan
d. pengembangan usaha.

Pasal -34

(1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor pertanian
sebagaimana ciirrai.gua dalam Pasal 25 huruf c, berupa:

a. pernberian kesempatan berusaha bagi Koperasi
rneialui pengembangan bisnis korporasi petani
model Koperasi; dan

b. peningkatan nilai tambah-ekcnomi.

(2) Pemerintah Pusat rnemberikan kemudahan kepada
Koperasi yarlg melakukan kegiatan usaha di sektor
pertanian.

(3) Iylenteri bei'sama mentcri teknis/gubernur /bupati/wali
kota rnelakukan p.-mbinaan terhadap Koperasi di sektor
perraniarr.

(4) Korporasi petani rnodel Koperasi sebagaimana
dimaksr,d pada ayat (r) huruf a meinp'',erhatikan aspek:

€r. pcmberdayaan petani;

b. kelcmbagaan usaha;

c. 
- 

'uisnis pl'oses;

d. keberlangsurlg3t)l

e. peningkatarr,rilai t-arrrbah ekonorrri;

f. daya.saing i.-txnor'litzrs pertanian; dan

g. kelestarian .
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kelestarian lingkungan, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5) Pengemhangan korporasi petani model Koperasi
dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah
Daerah sesuai kewenangannya melalui:

penguatan kelembagaan;

peningkatan kapasitas sumber daya manusia
melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;

pendampingan;

penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan
murah melalui kredit program, modal ventura,
sistem resi gudang, atau pembiayaan lain;

kemudah an P erizinan Berusaha;

penerapan teknologi proouksi tepat guna;

penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau

penyediaan sarana produksi.

(6) Pengembangan hisnis korporasi petani model Koperasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
dimotivasi melalui pola kemitraan dengan badan
hukum lain untuk pemberdayaan petani.

BAB

a.

b.

c

d

e.

f.

ob'

h.
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